
BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2018 
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO,

M enim bang : a. bahw a P eratu ran  B upati Nomor 53 T ahun 2018 ten tang  Tata

Cara Pem ilihan Kepala Desa, perlu  d isesuaikan  dengan 

adanya Pem ilihan Kepala Desa Bergelombang dalam  m asa 

pandem i w abah penyakit m enular, Bencana Sosial, d an  

Penetapan S ta tu s  Bencana, sehingga terhadap  P eratu ran  

B upati ten tang  Tata C ara Pem ilihan Kepala Desa; perlu 

diubah;

b. bahw a berdasarkan  pertim bangan sebagaim ana dim aksud 

pada h u ru f  a  di a ta s , perlu m enetapkan P era tu ran  Bupati 

Pohuwato Tentang P erubahan  Kedua Atas P eratu ran  B upati 

Nomor 53 T ahun  2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pem ilihan Kepala Desa Di K abupaten Pohuwato.

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 38 T ahun  2000 ten tan g

P em bentukan  Provinsi G orontalo (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2000 Nomor 258, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4060);

2. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2003 ten tang

Pem bentukan  K abupaten  Bone Bolango d an  K abupaten

Pohuw ato di Provinsi G orontalo (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2003 Nomor 26, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4269);

  

BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR 10 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2018 

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 

Menimbang : 

Mengingat 

a. 

L, 

DI KABUPATEN POHUWATO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan 

adanya Pemilihan Kepala Desa Bergelombang dalam masa 

pandemi wabah penyakit menular, Bencana Sosial, dan 

Penetapan Status Bencana, sehingga terhadap Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu 

diubah, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Pohuwato Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pohuwato. 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 

Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4269), 

  

    

  

       



3. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tan g  

P em ben tukan  P e ra tu ran  P erundang-undangan  

(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  

2011 Nomor 82, T am bahan  Lem baran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5234) sebagaim ana telah  

d iu b ah  dengan U ndang-U ndang Nomor 15 T ahun  2019 

ten tan g  P eru b ah an  Atas U ndang- U ndang Nomor 12 

T ahun  2011 ten tan g  Pem ben tukan  P era tu ran  

P erundang -undangan  (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2019 Nomor 183, T am bahan  

L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 6398);

4. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tang  

D esa (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  

2014 Nomor 7, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5495) sebagaim ana telah  d iubah  

dengan  U ndang-undang  Nomor 11 T ahun  2020 ten tan g  

C ipta Kerja Lem baran Negara Republik Indonesia 

T ahun  2020 Nomor 245, tam b ah an  Lem baran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 6573);

5. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  

Pem erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  

L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 

sebagaim ana  telah  d iubah  beberapa kali d an  yang 

te rak h ir dengan U ndang-U ndang Nomor 11 T ahun  

2020 ten tan g  C ipta Kerja Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2020 Nomor 245, tam b ah an  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 6573);

6. U ndang-U ndang Nomor 30 T ahun  2014 ten tan g  

A dm inistrasi Pem erin tahan  (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2014 Nomor 292, 

T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5601) sebagaim ana  telah  d iubah  beberapa  kali 

d an  yang te rak h ir dengan  U ndang-U ndang Nomor 11 

T ahun  2020 ten tan g  C ipta Kerja Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2020 Nomor 245, tam b ah an  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 
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7. P era tu ran  Pem erin tah  Nomor 43 T ahun  2014 

ten tan g  P e ra tu ran  P elaksanaan  U ndang-U ndang 

Nomor 6 T ahun  2014 ten tan g  Desa (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2014 Nomor 123, 

T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5539) sebagaim ana  telah  d iru b ah  dengan 

P e ra tu ran  Pem erin tah  Republik Indonesia Nomor 11 

T ahun  2019 ten tan g  P erubahan  Kedua Atas P era tu ran  

Pem erin tah  Nomor 43 T ahun  2014 ten tan g  P era tu ran  

P e laksanaan  U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 

ten tan g  D esa (Lem baran Negara Republik Indonesia  

T ah u n  2019 Nomor 41, T am bahan  Lem baran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 6321);

8. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 112 T ahun

2014 ten tan g  Pem ilihan Kepala D esa (Berita Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2014 Nomor 2092) 

sebagaim ana te lah  d iubah  dengan P e ra tu ran  M enteri 

Dalam  Negeri Nomor 72 T ahun  2020 ten tan g  

P eru b ah an  K edua A tas P eraturanM enteri Dalam  

Negeri Nomor 112 T ahun  2014 ten tan g  Pem ilihan 

Kepala D esa (Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  

2020 Nomor 1409);

9. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 82 T ahun

2015 ten tan g  P engangkatan  d an  Pem berhentian  Kepala 

D esa (Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  2016 

Nomor 4) sebagaim ana te lah  d iu b ah  dengan 

P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 66 T ahun  

2017 ten tan g  P erubahan  A tas P e ra tu ran  M enteri 

D alam  Negeri Nomor 82 T ahun  2015 ten tang  

P engangkatan  d an  Pem berhentian  Kepala Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  2017 Nomor 

1222) ;

Per/PUU

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam 

Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1409), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1222: 

  

PARAF | 
OPD Perjpuu 

1 h 

  

Y   

       



10. P era tu ran  D aerah K abupaten  Pohuwato Nomor 3 T ahun  

2015 ten tan g  T ata  C ara  Pem ilihan Kepala D esa (Lem baran 

D aerah K abupaten  Pohuw ato T ahun  2015 Nomor 164, 

T am bahan  Lem baran D aerah  K abupaten  Pohuw ato Nomor 

150) sebagaim ana  telah  d iubah  dengan P e ra tu ran  D aerah 

K abupaten  Pohuw ato Nomor 2 T ah u n  2018 T entang  T ata 

C ara Pem ilihan Kepala D esa (Lem baran D aerah K abupaten  

Pohuw ato T ahun  2018 Nomor 201).

11. P era tu ran  D aerah K abupaten  Pohuw ato Nomor 8 T ahun  

2021 T entang A nggaran P endapatan  dan  B elanja D aerah 

K abupaten  Pohuw ato T ahun  Anggaran 2022 (Lem baran 

D aerah K abupaten  Pohuw ato T ahun  2021 Nomor 239).

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53

TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 

PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN POHUWATO.

B eberapa k e ten tu an  dalam  P era tu ran  B upati Pohuw ato Nomor 53 T ahun  2018 

ten tan g  T ata  C ara P e laksanaan  Pem ilihan Kepala D esa Di K abupaten  Pohuw ato 

(Berita D aerah  K abupaten  Pohuw ato T ahun  2018 Nomor 53) d iu b ah  sebagai 

beriku t :

1. D ian ta ra  BAB III d an  BAB IV d isisipkan  1 (satu) Bab yakni BAB IIIA sehingga 

BAB IIIA berbunyi sebagai b e r ik u t :

BAB IIIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI PANDEMI 

CORONA VIRUS DISEASE 2019  (COVID-19)

2. Di a n ta ra  Pasal 5 dan  Pasal 6 d isisipkan  9 (sembilan) Pasal b a ru  yakni Pasal 

5A, Pasal 5B, Pasal 5C, Pasal 5D d an  Pasal 5E, Pasal 5F, Pasal 5G, Pasal 

5H, dan  Pasal 51 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) P e laksanaan  ta h a p an  pem ilihan Kepala D esa sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 2 dalam  kondisi b en can a  non alam  Corona Virus D isease  

2019 (COVID-19) d ilakukan  dengan  penerapan  Protokol keseha tan ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 

150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata 

Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pohuwato Tahun 2018 Nomor 201). 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 

2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 239). 

S MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 

TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 

PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN POHUWATO. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 53 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pohuwato 

(Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 53) diubah sebagai 

berikut : 

1. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB IIIA sehingga 

BAB IIIA berbunyi sebagai berikut : 

BAB IIIA 

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI PANDEMI 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 9 (sembilan) Pasal baru yakni Pasal 

5A, Pasal 5B, Pasal 5C, Pasal 5D dan Pasal 5E, Pasal 5F, Pasal 5G, Pasal 

5H, dan Pasal 5I sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5A 

(1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dilakukan dengan penerapan Protokol kesehatan, 
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(2) P enerapan  Protokol K esehatan  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat

(1), m eliputi :

a. m elakukan  pen g u k u ran  su h u  tu b u h  bagi se lu ru h  u n s u r  

p e lak san a  paling tinggi 37,3 (tiga pu lu h  tu ju h  kom a tiga 

deraj a t celcius);

b. penggunaan  a la t pelindung  diri be rupa  m asker yang 

m enu tup i h idung  d an  m u lu t hingga dagu d a n /a ta u  dengan 

pelindung w ajah  se rta  sa ru n g  tan g an  pakai bagi Panitia  

Pem ilihan Kepala D esa dan  Pemilih;

c. penyediaan  tem pat sam pah  te r tu tu p  di TPS u n tu k  

pem buangan  sa ru n g  tan g an  sekali pakai;

d. tidak  m elakukan  ja b a t tangan  a ta u  kon tak  fisik se rta  

m enjaga ja ra k  a n ta ra  1 (satu) sam pai dengan 2 (dua) m eter;

e. m enghindari terjad inya k e ru m u n an  baik  di dalam  m au p u n  

di lu a r  ruangan ;

f. penyediaan  tem pat cuci tan g an  dengan sa b u n  dan  a ir 

m engalir se rta  hand sanitizer  di tem pat penyelenggaraan;

g. Pan itia  d an  Pemilih m em baw a a la t tu lis  m asing-m asing;

h. M elakukan penyem protan  disinfektan pad a  tem pat

p e lak san aan  penyelenggaraan sebelum  d an  setelah

p e lak san aan  kegiatan;

i. p en y u su n an  ta ta  le tak  tem pat d u d u k  dengan p en erap an  jag a  

ja rak ;

j. penyediaan  sum ber daya k eseh a tan  sebagai an tisipasi 

keadaan  d a ru ra t b e ru p a  obat, pem bekalan  keseh a tan , 

d a n /a ta u  personel yang memiliki kem am puan  di bidang 

k eseh a tan  a ta u  tim  dari S a tu an  T ugas P enanganan  Corona 

Virus D isease  2019 (COVID-19) di Desa; dan

k. Protokol K esehatan pencegah Corona Virus D isease  2019 

(COVID-19) sesua i dengan  k e b u tu h a n  yang d ite tapkan  dalam  

k e p u tu san  Bupati.

Pasal 5B

Protokol K esehatan u n tu k  tah ap  persiapan  sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 2 h u ru f  a  d ik h u su sk a n  dalam  pem ben tukan  Panitia 

Pem ilihan Kepala D esa oleh BPD.
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(2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), meliputi : 

a. 

ya 

melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur 

pelaksana paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga 

derajat celcius), 

penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang 

menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan 

pelindung wajah serta sarung tangan pakai bagi Panitia 

Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih, 

. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk 

pembuangan sarung tangan sekali pakai, 

tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta 

menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter, 

menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun 

di luar ruangan, 

penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air 

mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan, 

Panitia dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing, 

Melakukan penyemprotan  disinfektan pada tempat 

pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah 

pelaksanaan kegiatan, 

penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga 

jarak, 

penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi 

keadaan darurat berupa obat, pembekalan kesehatan, 

dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang 

kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, dan 

Protokol Kesehatan pencegah Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam 

keputusan Bupati. 

Pasal 5B 

Protokol Kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a dikhususkan dalam pembentukan Panitia 

Pemilihan Kepala Desa oleh BPD. 
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Pasal 5C

(1) T ahap pencalonan  pada  ta h a p an  pem ilihan kepala desa  m eliputi 

kegiatan pendaftaran , pengam bilan nom or u ru t, dan  kam panye wajib 

d ilakukan  dengan  penerapan  Protokol K esehatan.

(2) Penerapan  Protokol K esehatan  sebagaim ana d im aksud  pada  ay a t (1) 

paling sedikit m eliputi :

a. p ada  kegiatan  pendaftaran , pengam bilan nom or u ru t, d an

kam panye, Calon Kepala D esa d ilarang  m elakukan  segala b en tu k  

kegiatan  yang berpo tensi m encip takan  k eru m u n an , d an  su lit 

m enjaga ja ra k  yaitu  dek larasi, iring-iringan, konvoi, dan

m engundang  m asa  pen d u k u n g  baik  di dalam  m au p u n  di lu a r 

ruangan ;

b. pad a  keg iatan  kam panye, m elakukan  k e ten tu an  m eliputi:

1) d ilarang  m elak san ak an  keg iatan  bazar, konser, p e rtu n ju k an  

seni budaya, paw ai k en d araan  berm otor se rta  keg iatan  lom ba 

d an  o lahraga bersam a;

2) p e lak san aan  kam panye d iu tam ak an  m enggunakan  m edia 

cetak  dan  m edia elektronik  d a n /a ta u  m edia sosial;

3) dalam  hal kam panye tidak  d a p a t d ilakukan  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  angka 2, d ap a t d ilak sanakan  dengan m em batasi 

ju m lah  peserta  yang h ad ir paling banyak  50 (lima puluh) orang 

dengan  te tap  m enerapkan  Protokol K esehatan;

4) pem bagian b a h an  kam panye h a ru s  dalam  keadaan  bersih , 

d ibungkus dangan  b a h a n  yang ta h a n  te rh ad ap  benda  cair, te lah  

d isterelisasi, d an  d ap a t d iserta i dengan  iden titas Calon Kepala 

D esa b e ru p a  nam a, gam bar, nom or u ru t, d an  p esan  Calon 

Kepala Desa;

5) b ah an  kam panye d iu tam ak an  b e ru p a  m asker, sa b u n  cair, 

hand sanitizer, d isin fek tan  berbasis  alkohol 70%  (tu juh  pu lu h  

persen) d a n /a ta u  klorin se rta  sa ra n a  cuci tangan; dan

6) Calon Kepala D esa a ta u  pe lak san a  kam panye yang positif 

te rp ap ar Corona Virus D isease  2019 (COVID-19) d ilarang 

terlibat dalam  kegiatan  kam panye.

(3) K am panye sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  b 

d ilak san ak an  dengan  m ateri m engenai p enanganan  Corona Virus 

D isease  2019 (COVID-19) dan  dam pak  sosial ekonom i di Desa.
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Pasal 5C 

(1) Tahap pencalonan pada tahapan pemilihan kepala desa meliputi 

kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye wajib 

dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan. 

(2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit meliputi : 

a. 

b. 

pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan 

kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk 

kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan, dan sulit 

menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan 

mengundang masa pendukung baik di dalam maupun di luar 

ruangan, 

pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi: 

1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan 

seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba 

dan olahraga bersama, 

2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media 

cetak dan media elektronik dan/atau media sosial, 

3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana 

dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi 

jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang 

dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan, 

4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, 

dibungkus dangan bahan yang tahan terhadap benda cair, telah 

disterelisasi, dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala 

Desa berupa nama, gambar, nomor urut, dan pesan Calon 

Kepala Desa, 

5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, 

hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70”o (tujuh puluh 

persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan, dan 

6) Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif 

terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilarang 

terlibat dalam kegiatan kampanye. 

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan dampak sosial ekonomi di Desa. 
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(4) Pengam bilan nom or u ru t  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

d ihadiri oleh:

a. Calon Kepala Desa;

b. Panitia  Pem ilihan Kepala D esa yang terdiri dari Ketua, Wakil 

Ketua, d an  Anggota paling banyak  3 (tiga) orang;

c. 1 (satu) orang  perw akilan Panitia  Pem ilihan K abupaten;

d. 1 (satu) orang  perw akilan su b  kepan itiaan  di K ecam atan;

e. 1 (satu) orang  perw akilan yang mem iliki kem am puan  di bidang 

k eseh a tan  a tau  Tim dari S a tu an  Tugas P enanganan  Corona Virus 

D isease  2019 (COVID-19) Desa; dan

f. 1 (satu) orang  perw akilan m asing-m asing  dari Lem baga 

K em asyarakatan  D esa d an  Lem baga Adat Desa.

(5) Dalam  hal te rd ap a t u n s u r  yang tidak  h ad ir sebagaim ana d im aksud  

pad a  ayat (4) d ib u a t dalam  Berita Acara.

(6) U nsu r yang tidak  h ad ir sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (5) tidak  

m engurangi a ta u  m em bata lkan  ta h a p a n  kegiatan  yang d ilak sanakan .

Pasal 5D

(1) Penerapan  Protokol K esehatan  u n tu k  tah ap  p em ungu tan  su a ra  

dengan  m ekanism e m eliputi:

a. m elakukan  identifikasi kondisi k eseh a tan  te rh ad ap  D aftar 

Pemilih Tetap yang berdom isili d an  beraktifitas di lu a r Desa;

b. tersed ianya p em b a tas  tra n sp a ra n  p ad a  m eja Panitia  Pem ilihan 

Kepala D esa u n tu k  m enghindari terjad i kon tak  langsung  a n ta ra  

Pan itia  dengan  Pemilih;

c. m enetapkan  w aktu  pem ungu tan  su a ra  d isesua ikan  dengan 

ju m lah  Pemilih, jik a  Pemilih tidak  had ir sesuai w aktu  yang telah  

d iten tu k an  te tap  d ap a t m em berikan  h ak  pilih d iakh ir w aktu  

pem ungu tan  su ara ;

d. p em ungu tan  su a ra  wajib m em pertim bangkan  kondisi dem ografi

Desa, zona penyebaran  Corona Virus D isease  2019 (COVID-19) 

se rta  p e n y u su n an  ta ta  le tak  tem pat d u d u k  dengan

m em perhatikan  penerapan  jag a  ja rak ;

e. bagi Pemilih yang su d a h  m elakukan  h ak  pilih d iberikan  tin ta  

dengan m enggunakan  a la t te tes  a ta u  a la t penanda; dan

f. berkas dokum en d a n /a ta u  perlengkapan  secara  fisik 

yang d isam paikan  d ibungkus dengan b a h an  yang tah a n  te rh ad ap

zat cair.
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(4) 

(S) 

(6) 

(1) 

Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dihadiri oleh: 

a. Calon Kepala Desa, 

b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil 

Ketua, dan Anggota paling banyak 3 (tiga) orang, 

c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten, 

d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan, 

e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang 

kesehatan atau Tim dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) Desa, dan 

f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. 

Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dibuat dalam Berita Acara. 

Unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 

mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan. 

Pasal 5D 

Penerapan Protokol Kesehatan untuk tahap pemungutan suara 

dengan mekanisme meliputi: 

a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Daftar 

Pemilih Tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa, 

b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan 

Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara 

Panitia dengan Pemilih, 

c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan 

jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah 

ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu 

pemungutan suara, 

d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi 

Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan 

memperhatikan penerapan jaga jarak, 

e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta 

dengan menggunakan alat tetes atau alat penanda, dan 

f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik 

yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap 

zat cair.   
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(2) S aa t p roses p erh itu n g an  su a ra , d ihadiri oleh:

a. Calon Kepala D esa didam pingi 1 (satu) o rang  saksi;

b. Pan itia  Pem ilihan di Desa;

c. BPD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan  anggota m aksim al 

3 (tiga) orang;

d. 1 (satu) orang  perw akilan Panitia  Pem ilihan K abupaten;

e. 1 (satu) orang  perw akilan su b  kepan itiaan  di Kecam atan;

f. 1 (satu) orang perw akilan yang memiliki kem am puan  di bidang 

k eseh a tan  a tau  tim  dari S a tu an  Tugas P enanganan  Corona Virus 

D isease  2019 (COVID-19) Desa; d an

g. 1 (satu) orang  perw akilan m asing-m asing  dari Lem baga 

K em asyarakatan  D esa d an  Lem baga Adat Desa.

(3) D alam  ha l te rd ap a t u n s u r  yang tidak  h ad ir sebagaim ana d im aksud  

p ad a  ayat (2), d ib u a t dalam  Berita Acara.

(4) U n su r yang tidak  had ir sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (3) tidak  

m engurangi a ta u  m em bata lkan  ta h a p a n  kegiatan  yang d ilaksanakan .

(5) Pelan tikan  Kepala D esa yang terpilih  d ilak sanakan  secara  langsung  

a ta u  v irtua l/e lek tron ik .

(6) Dalam  hal pe lan tikan  Kepala D esa terpilih  d ilak sanakan  secara  

langsung , p roses pe lan tikan  dihadiri oleh:

a. Calon Kepala D esa terpilih  d ilak san ak an  B ersam a 1 (satu) orang 

pendam ping;

b. Forum  K om unikasi P im pinan D aerah  K abupaten;

c. Cam at;

d. Perangkat Acara; dan

e. u n d an g an  lainnya.

(7) Pelan tikan  secara  langsung  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (5) 

dengan  m em pertim bangkan  ja ra k  d an  k ap asita s  ru an g an  paling 

banyak  dihadiri 50%  (lima p u lu h  persen) dari k ap asita s  ruangan .

Pasal 5E

(1) Calon Kepala Desa, Panitia Pem ilihan, pendukung , dan  u n s u r  lain 

yang m elanggar Protokol k e seh a tan  sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 4 sam pai dengan  Pasal 7 ayat (1) d ikenakan  sanksi.

(2) S anksi sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1), meliputi:

a. tegu ran  lisan;

b. tegu ran  te rtu lis  I;
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(2) 

(3) 

(4) 

(7) 

(1) 

(2) 

Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh: 

a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi, 

b. Panitia Pemilihan di Desa, 

c. BPD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota maksimal 

3 (tiga) orang, 

d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten, 

e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan, 

1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang 

kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) Desa, dan 

g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. 

Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dibuat dalam Berita Acara. 

Unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan. 

Pelantikan Kepala Desa yang terpilih dilaksanakan secara langsung 

atau virtual/elektronik. 

Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara 

langsung, proses pelantikan dihadiri oleh: 

a. Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan Bersama 1 (satu) orang 

pendamping, 

b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten, 

c. Camat, 

d. Perangkat Acara, dan 

e. undangan lainnya. 

Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling 

banyak dihadiri 50Y6 (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan. 

Pasal 5E 

Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung, dan unsur lain 

yang melanggar Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi. 

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. teguran lisan, 

b. teguran tertulis I, 
  

PARAF   
D PeriPUU     

        

E
N



c. tegu ran  te rtu lis  II; dan

d. diskualifikasi.

(3) Sanksi tegu ran  lisan  sebagaim ana  d im aksud  pada aya t (2) h u ru f  a  

d ikenakan  kepada:

a. Calon Kepala Desa, pendukung , d an  u n s u r  lain yang terlibat 

oleh Panitia  Pem ilihan di Desa; d a n /  a ta u

b. Pan itia  Pem ilihan di D esa oleh sub  kepan itian  di K ecam atan.

(4) S anksi tegu ran  te rtu lis  I sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

h u ru f  b d ikenakan  kepada  Calon Kepala D esa oleh su b  kepan itiaan  di 

K ecam atan b e rd asa rk an  laporan  dari Panitia  Pem ilihan di Desa.

(5) S anksi tegu ran  te rtu lis  II sebagaim ana d im aksud  p ad a  aya t (2) 

h u ru f  c d ikenakan  kepada  Calon Kepala Desa oleh B upati 

b e rd asa rk an  rekom endasi dari P an itia  Pem ilihan di K abupaten  a ta s  

laporan  dari Panitia  K ecam atan.

(6) Sanksi diskualifikasi sebagaim ana  d im aksud  padaayat (2) h u ru f  d 

d ikenakan  kepada Calon Kepala D esa oleh B upati b e rd asa rk an  

rekom endasi dari Pan itia  pem ilihan di K abupaten  a ta s  laporan  dari 

su b  kepan itiaan  di kecam atan  dan  S a tu an  Tugas P enanganan  Corona 

Virus D isease  2019 (COVID-19).

(7) S anksi d iskualifikasi sebag iam ana d im aksud  pada  ayat (6) d ite tapkan  

dengan  K epu tusan  Pan itia  Pem ilihan K abupaten.

(8) Dalam  ha l Sanksi d iskualifikasi sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat 

(6) d ite tapkan  sebelum  p enetapan  nom or u ru t  dan  n am a  calon m aka 

dianggap m u n d u r d a n  tidak  d im asu k an  ke dalam  d a fta r nom or u ru t  

d an  Calon Kepala Desa.

(9) Dalam  ha l san k si d iskualifikasi sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (6) 

d ite tapkan  setelah  penetapan  nom or u ru t  d an  n am a  calon m aka 

nom or u ru t  dan  n am a  calon te tap  di cetak  sebagai b a h an  su ra t  su a ra  

d an  dianggap m u n d u r.

(10) D alam  ha l Calon Kepala D esa setelah  dianggap m u n d u r 

sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) d an  te rnya ta  m en d ap a tk an  

su a ra  terbanyak  m aka  pem ilihan Kepala D esa d im asukan  ke dalam  

gelom bang se lan ju tnya.

(3) 

(7) 

(9) 

(10) 

Cc. teguran tertulis II, dan 

d. diskualifikasi. 

Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dikenakan kepada: 

a. Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat 

oleh Panitia Pemilihan di Desa, dan/atau 

b. Panitia Pemilihan di Desa oleh sub kepanitian di Kecamatan. 

Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di 

Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan di Desa. 

Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati 

berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atas 

laporan dari Panitia Kecamatan. 

Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf d 

dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan 

rekomendasi dari Panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari 

sub kepanitiaan di kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Sanksi diskualifikasi sebagiamana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan 

dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten. 

Dalam hal Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) ditetapkan sebelum penetapan nomor urut dan nama calon maka 

dianggap mundur dan tidak dimasukan ke dalam daftar nomor urut 

dan Calon Kepala Desa. 

Dalam hal sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

ditetapkan setelah penetapan nomor urut dan nama calon maka 

nomor urut dan nama calon tetap di cetak sebagai bahan surat suara 

dan dianggap mundur. 

Dalam hal Calon Kepala Desa setelah dianggap mundur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ternyata mendapatkan 

suara terbanyak maka pemilihan Kepala Desa dimasukan ke dalam 

gelombang selanjutnya. 
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Pasal 5F

(1) B upati se laku  K etua S a tu an  Tugas P enanganan  Corona Virus D isease  

2019 (COVID-19) K abupaten  b e rd asa rk an  rekom endasi dari Panitia  

Pem ilihan di K abupaten  d ap a t m en u n d a  p e lak san aan  pem ilihan 

Kepala D esa jik a  s itu as i p en an g an an  Protokol K esehatan pencegahan  

d an  pengendalian  Corona Virus D isease  2019 (COVID-19) tidak  d ap a t 

d ikendalikan .

(2) Tidak d ap a t d ikendalikan  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 

ad a lah  m eningkatnya angka pen u la ran  Corona Virus D isease  2019 

(COVID-19) di lingkungan m asy arak a t D esa setem pat b e rd asa rk an  

d a ta  dan  p em y a taan  dari S a tu an  Tugas P enanganan  Corona Virus 

D isease  2019 (COVID-19) K abupaten.

(3) P e laksanaan  pem ilihan Kepala D esa sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) d ap a t d ilan ju tkan  paling lam a 1 (satu) ta h u n  setelah 

m en d ap atk an  rekom endasi dari S a tu an  Tugas P enanganan  Corona 

Virus D isease  2019 (COVID-19) K abupaten  a ta u  d icabu tnya  s ta tu s  

b en can a  nonalam  Corona Virus D isease  2019 (COVID-19) oleh 

Pem erintah, Pem erintah Provinsi, a ta u  Pem erintah D aerah.

Pasal 5G

(1) B upati m elaporkan p e lak san aan  Pem ilihan Kepala D esa kepada 

G ubernu r dan  M enteri Dalam  Negeri m elalui D irektorat Jen d era l B ina 

P em erin tahan  Desa.

(2) Laporan sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) m eliputi:

a. laporan  hasil pe rs iapan  Pem ilihan Kepala D esa paling lam a 14 

(em pat belas) h a ri sebelum  p e lak san aan  tah a p an  pem ungu tan  

su a ra  d an  p erh itungan  su ara ; dan

b. laporan  P e laksanaan  pem ilihan Kepala D esa paling lam a 14 

(em pat belas) ha ri se telah  p e lak san aan  tah ap an  pelan tikan  Kepala 

D esa Terpilih.

Pasal 5H

(1) Biaya pem ilihan Kepala D esa dan  tu g as Pan itia  Pem ilihan K abupaten  

yang p e lak san aan n y a  d itu g ask an  kepada  D esa d ibebankan  

p ad a  A nggaran P endapatan  d an  B elanja D aerah.

(2) Pem ilihan Kepala D esa a n ta r  w aktu  m elalui m usyaw arah  

D esa d ibebankan  pad a  APBDesa d a n /a ta u  APBDesa P erubaham
PARAF 
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Pasal 5F 

(1) Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 

(2) 

(3) 

(1) 

(1) 

(2) 

2019 (COVID-19) Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia 

Pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan 

Kepala Desa jika situasi penanganan Protokol Kesehatan pencegahan 

dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak dapat 

dikendalikan. 

Tidak dapat dikendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah meningkatnya angka penularan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) di lingkungan masyarakat Desa setempat berdasarkan 

data dan pernyataan dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten. 

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilanjutkan paling lama 1 (satu) tahun setelah 

mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten atau dicabutnya status 

bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah. 

Pasal 5G 

Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada 

Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina 

Pemerintahan Desa. 

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 

(empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan 

suara dan perhitungan suara, dan 

b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 

(empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala 

Desa Terpilih. 

Pasal 5H 

Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten 

yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah 

Desa dibebankan pada APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan—— 
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(3) Biaya pem ilihan  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) dalam  kondisi 

Corona Virus D isease  2019 (COVID-19) d a p a t d idukung  dari APBDes 

sesua i kem am puan  k euangan  Desa.

(4) Biaya pem ilihan sebagaim aan  d im aksud  pad a  ayat (3) seperti:

a. b iaya m akan  m inum  kegiatan  Panitia  Pem ilihan Desa;

b. b iaya fotokopi kegiatan  Panitia  Pem ilihan Desa;

c. biaya perja lanan  dinas;

d. sewa tenda;

e. sewa kursi;

f. sewa sound  system ;

g. a la t p en guku r su h u  (thermo gun);

h. m asker d an  pelindung  w ajah;

i. sa ru n g  tan g an  sekali pakai;

j. tem pat sam pah  te rtu tu p ;

k. sa b u n  cuci tan g an  d an  tem pat a ir cuci tangan;

l. hand sanitizer,

m. a la t sem prot d isinfektan; dan

n. a la t lain yang d ipandang  perlu  u n tu k  m elaksanakan  

prokol K esehatan.

Pasal 51

(1) K eten tuan  m engenai pem ilihan Kepala D esa dalam  kondisi b en can a  

nonalam  Corona Virus D isease  2019 (COVID-19) berlaku sam pai pad a  

berakh irnya  m asa  s ta tu s  keadaan  d a ru ra t bencana  yang d ite tapkan  

oleh Presiden.

(2) D alam  ha l m asa  s ta tu s  keadaan  d a ru ra t bencana  yang d ite tapkan  

oleh Presiden sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) berakh ir 

pad a  sa a t ta h a p a n  pe laksaan  pengisian pem ilihan Kepala D esa 

su d ah  berja lan  m aka  pem ilihan Kepala D esa te tap  d ilak san ak an  

sesua i jadw al yang telah  d iten tu k an  Panitia  Pem ilihan K abupaten  dan  

Panitia  Pem ilihan Desa.

(3) Jadw al yang  te lah  d iten tu k an  Panitia  Pem ilihan K abupaten  dan  

Panitia  Pem ilihan D esa sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (2) ju g a  

berlaku  te rh ad ap  penggunaan  anggaran  p e lak san aan  keg iatan  yang 

bersum ber sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 11.
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(4) 

(1) 

(3) 

Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat didukung dari APBDes 

sesuai kemampuan keuangan Desa. 

Biaya pemilihan sebagaimaan dimaksud pada ayat (3) seperti: 

a. biaya makan minum kegiatan Panitia Pemilihan Desa, 

b. biaya fotokopi kegiatan Panitia Pemilihan Desa, 

c. biaya perjalanan dinas, 

d. sewa tenda, 

e. sewa kursi, 

f. sewa sound system, 

g. alat pengukur suhu (thermo gun), 

h. masker dan pelindung wajah, 

i. sarung tangan sekali pakai, 

j. tempat sampah tertutup, 

k. sabun cuci tangan dan tempat air cuci tangan, 

l. hand sanitizer, 

m. alat semprot disinfektan, dan 

n. alat lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan 

prokol Kesehatan. 

Pasal 5I 

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana 

nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berlaku sampai pada 

berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan 

oleh Presiden. 

Dalam hal masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan 

oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir 

pada saat tahapan pelaksaan pengisian pemilihan Kepala Desa 

sudah berjalan maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan 

sesuai jadwal yang telah ditentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan 

Panitia Pemilihan Desa. 

Jadwal yang telah ditentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan 

Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga 

berlaku terhadap penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang 

bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 
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(4) S yarat Calon pem ilihan Kepala D esa yang d ikarenakan  kondisi 

b en can a  nonalam  Corona Virus D isease  2019 (COVID-19) 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d ilak san ak an  b e rd asa rk an  

k e ten tu an  dari sa tu a n  kerja  yang m em bidangi d a n /a ta u  berw enang.

(5) P eru b ah an  k e ten tu an  berkenaan  sy ara t pem ilihan Kepala D esa a n ta r  

w ak tu  yang b u k an  d ik aren ak an  kondisi bencana  nonalam  Corona 

Virus D isease  2019 sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1), 

d ilak san ak an  sesua i k e ten tu an  p e ra tu ra n  perundang -undangan .

(6) Pelan tikan  Calon Kepala D esa a n ta r  w ak tu  terpilih d a n /a ta u  se rah

terim a jaba tanK epa la  D esa d ilak san ak an  sesu a i k e ten tu an

p e ra tu ra n  p e ru n d an g -u n d an g an  se rta  d a p a t d ilakukan  di D esa 

se tem pat d a n /a ta u  d ilakukan  secara  v irtua l/e lek tron ik .

3. K eten tuan  Pasal 7 d itam bahkan  h u ru f  d, sehingga Pasal 7 berbunyi :

Pasal 7

Pem ilihan Kepala D esa secara  bergelom bang sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 5 d a p a t d ilak san ak an  dengan  m em pertim bangkan  :

a. Pengelom pokan w ak tu  berak h im y a  m asa  ja b a ta n  Kepala D esa 

diw ilayah K abupaten  Pohuw ato;

b. K em am puan K euangan D aerah;

c. K etersediaan PNS d ilingkungan Pem erin tah  D aerah  K abupaten  

Pohuw ato yang  m em enuhi p e rsy ara tan  sebagai P en jabat Kepala 

D esa dan ,

d. Kondisi B encana Non Alam Pandem i Corona V irus D isease 2019 

(COVID-19).

4. K eten tuan  Pasal 8 d iubah , sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) P em ungu tan  su a ra  dalam  Pem ilihan Kepala D esa secara

bergelom bang yang m asa  jab a tan n y a  berakh ir p ad a  T ah u n  2022 

d ilak san ak an  p ad a  B ulan  A gustus 2022 ;

(2) P em ungu tan  su a ra  dalam  Pem ilihan Kepala D esa secara

bergelom bang yang m asa  ja b a ta n n y a  berakh ir p ad a  T ahun  2024 

d an  T ahun  2025 d ilak san ak an  pad a  bu lan  D esem ber 2024;

(4) 

(6) 

Syarat Calon pemilihan Kepala Desa yang dikarenakan kondisi 

bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan dari satuan kerja yang membidangi dan/atau berwenang. 

Perubahan ketentuan berkenaan syarat pemilihan Kepala Desa antar 

waktu yang bukan dikarenakan kondisi bencana nonalam Corona 

Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelantikan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih dan/atau serah 

terima jabatanKepala Desa dilaksanakan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan serta dapat dilakukan di Desa 

setempat dan/atau dilakukan secara virtual/elektronik. 

Ketentuan Pasal 7 ditambahkan huruf d, sehingga Pasal 7 berbunyi : 

Pasal 7 

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan : 

a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 

diwilayah Kabupaten Pohuwato, 

b. Kemampuan Keuangan Daerah, 

c. Ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pohuwato yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala 

Desa dan, 

d. Kondisi Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19). 

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(l) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara 

bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022 

dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022 , 

(2) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara 

bergelombang yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2024 

dan Tahun 2025 dilaksanakan pada bulan Desember 2024, 
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(3) P em ungutan  su a ra  dalam  Pilkades secara  bergelom bang tah a p  ke 

d u a  d an  se te ru sn y a  d ilak san ak an  berd asark an  pengelom pokan 

m asa  ja b a ta n  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) d an  (2) dengan 

m em perhatikan  k e te n tu an  p e lak san aan  Pilkades paling banyak  

d ilak san ak an  3 (tiga) kali dalam  6 (enam) tah u n .

5. K eten tuan  Pasal 9 d iubah  sehingga pasa l 9 berbunyi sebagai 

beriku t :

Pasal 9

(1) B upati m em bentuk  Panitia  Pem ilihan di K abupaten  yang 

d ite tapkan  dengan  K epu tusan  Bupati.

(2) Panitia Pem ilihan sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) terdiri 

dari :

a. u n s u r  Forum  Koordinasi P im pinan D aerah K abupaten  yaitu  

B upati, P im pinan Dewan Perwakilan Rakyat D aerah, 

P im pinan Kepolisian, P im pinan K ejaksaan, dan  P im pinan 

S a tu an  Teritorial T en tara  N asional Indonesia  tingkat 

K abupaten;

b. Perangkat D aerah yang m enangan i Pem berdayaan 

M asyarakat dan  Desa;

c. S a tu an  Tugas P enanganan  Corona Virus D isease 2019  

(COVID-19) K abupaten; dan

d. u n s u r  te rka it lainnya.

(3) Dalam  kondisi b en can a  non alam  Corona Virus D isease  2019 

(COVID-19), B upati m em bentuk  su b  kepan itiaan  di K ecam atan 

pada  Pan itia  Pem ilihan K abupaten  sebagaim ana d im aksud  pada  

ayat (2) yang terdiri dari:

a. u n s u r  Forum  Koordinasi P im pinan K ecam atan yaitu  Cam at, 

P im pinan Kepolisian, P im pinan Kewilayahan T en tara  Nasional 

Indonesia;

b. K ecam atan yang m elak san ak an  Pem ilihan Kepala Desa;

c. S a tu an  Tugas P enanganan  Corona Virus D isease  2019 

(COVID-19) K ecam atan; dan

d. u n s u r  te rk a it lainnya.

(4) U nsu r te rka it lainnya sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

h u ru f  d dan  ayat (3) h u ru f  d seperti:

a. u n s u r  Perangkat D aerah yang m em bidangi Ben c an a  D aerah;
PARAF

(3) Pemungutan suara dalam Pilkades secara bergelombang tahap ke 

dua dan seterusnya dilaksanakan berdasarkan pengelompokan 

masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan 

memperhatikan ketentuan pelaksanaan Pilkades paling banyak 

dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) tahun. 

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 9 

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari : 

a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu 

Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan 

Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia tingkat 

Kabupaten, 

b. Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, 

c. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Kabupaten, dan 

d. unsur terkait lainnya. 

(3) Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19), Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan 

pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) yang terdiri dari: 

a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, 

Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional 

Indonesia, 

b. Kecamatan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, 

c. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Kecamatan, dan 

d. unsur terkait lainnya. 

(4) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf d dan ayat (3) huruf d seperti: 

a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Bencana Daerah, 
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b. unsur perangkat daerah yang membidangi Kesehatan;

c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan 

dan Catatan Sipil;

d. Perangkat Daerah yang membidangi Polisi Pamong Praja; dan

e. Komisi yang membidangi Pemilihan Umum.

(5) Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), meliputi:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan 

semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan 

Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di 

Desa;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan 

kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan 

perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala 

Desa di Kabupaten;

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala 

Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada 

Bupati; dan

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(6) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a. melakukan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan 

dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia 

Pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa, dan 

Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Desa serta unsur terkait lainnya;

b. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan 

Kepala Desa; dan

c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan Protokol 

kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua 

Panitia Pemilihan di Kabupaten.

(7) Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019

(COVID-19), BPD membentuk kepanitiaan Pengawasan Protokol

Kesehatan di Desa yang terdiri dari:

(5) 

(6) 

(7) 

b. unsur perangkat daerah yang membidangi Kesehatan, 

Cc. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan 

dan Catatan Sipil, 

d. Perangkat Daerah yang membidangi Polisi Pamong Praja, dan 

Komisi yang membidangi Pemilihan Umum. 

Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), meliputi: 

a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan 

semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten, 

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan 

Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di 

Desa: 

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara, 

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan 

kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya, 

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan 

perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan, 

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala 

Desa di Kabupaten, 

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala 

Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada 

Bupati, dan 

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 

Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), meliputi: 

a. melakukan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan 

dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia 

Pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa, dan 

Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Desa serta unsur terkait lainnya, 

b. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan 

Kepala Desa, dan 

c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan Protokol 

kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua 

Panitia Pemilihan di Kabupaten. 

Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19), BPD membentuk kepanitiaan Pengawasan Protokol 
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a. u n s u r  Forum  Koordinasi P im pinan Desa, ya itu  Kepala 

Desa, B hayangkara  Pem bina K eam anan dan  K etertiban 

M asyarakat (B habinkam tibm as), dan  B in tara  Pem bina Desa 

(Babinsa);

b. S a tu an  Tugas P enanganan  Corona Virus D isease  2019 

(COVID-19) Desa; dan

c. Tokoh M asyarakat.

(8) Tugas Panitia  Pengaw asan Protokol K esehatan di D esa

sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (7) meliputi:

a. m elakukan  sosialisasi d an  edukasi Protokol K esehatan  

dalam  p e lak san aan  pem ilihan Kepala D esa kepada 

m asyarakat;

b. m engaw asi penerapan  Protokol K esehatan  dalam  pem ilihan 

Kepala Desa; dan

c. m enyam paikan  hasil pengaw asan penerapan  Protokol 

K esehatan dalam  pem ilihan Kepala Desa kepada K etua Sub  

K epanitiaan Pem ilihan di K ecam atan.

6. K eten tuan  Pasal 29 ayat (1) d an  ayat (4) d iubah , sehingga 

k ese lu ru h an  Pasal 29 berbunyi sebagai b e r ik u t :

Pasal 29

(1) Pegawai Negeri Sipil yang m encalonkan  diri sebagai Kepala Desa 

selain h a ru s  m em enuhi p ersy ara tan  sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 26 ayat (2), ju g a  h a ru s  m endapat izin te rtu lis  dari 

Pejabat Pem bina Kepegawaian setelah  m endapatkan  rekom endasi 

dari B adan Kepegawaian D aerah K abupaten  Pohuwato.

(2) Kepala D esa dan  Perangkat D esa yang m encalonkan  diri sebagai 

bakal calon Kepala D esa selain h a ru s  m em enuhi persyara tan  

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 26 ayat (2), ju g a  h a ru s  

m endapat izin te rtu lis  dari B upati bagi Kepala Desa, dan  C am at 

bagi Perangkat Desa.

(3) P engurus Partai Politik yang m encalonkan  diri sebagai Kepala 

D esa selain h a ru s  m em enuhi p e rsyara tan  sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 29 ayat (2) ju g a  h a ru s  m endapat izin te rtu lis  dari 

P im pinan Partai Politik tingkat K abupaten  d an  siap 

m en gundu rkan  diri dari p en g u ru s  Partai Politik yang d ibuk tikan

p en g u ru s Partai Politik.
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a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Desa, yaitu Kepala 

Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan Bintara Pembina Desa 

(Babinsa), 

b. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Desa, dan 

c. Tokoh Masyarakat. 

(8) Tugas Panitia Pengawasan Protokol Kesehatan di Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: 

a. melakukan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan 

dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada 

masyarakat, 

b. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan 

Kepala Desa, dan 

c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan Protokol 

Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Sub 

Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan. 

6. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga 

keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 29 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa 

selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (2), juga harus mendapat izin tertulis dari 

Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapatkan rekomendasi 

dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pohuwato. 

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai 

bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), juga harus 

mendapat izin tertulis dari Bupati bagi Kepala Desa, dan Camat 

bagi Perangkat Desa. 

(3) Pengurus Partai Politik yang mencalonkan diri sebagai Kepala 

Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (2) juga harus mendapat izin tertulis dari 

Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten dan siap 

mengundurkan diri dari pengurus Partai Politik yang dibuktikan 

dengan surat pernyataan tertulis telah mengundurkan diri dari 
PARAF 
  

  engurus Partai Politik. 
ja PPD Perf PUU 

  
  

    N   
  

V



(4) Bagi anggota BPD yang m encalonkan  diri sebagai bakal calon 

Kepala D esa selain h a ru s  m em enuhi persyara tan  sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 26 ayat (2), ju g a  h a ru s  m enyam paikan  su ra t 

p e rn y a taan  m engudu rkan  diri dari keanggotaaan  BPD yang tidak  

d ap a t d itarik  kem bali pad a  sa a t d ite tap k an  sebagai calon Kepala 

Desa.

(5) M engundurkan  diri sebagai sebagai direksi, kom isaris, dew an 

pengaw as d an  karyaw an pad a  B adan  U saha  Milik Negara d a n /a ta u  

B adan  U saha  Milik D aerah d a n /a ta u  B adan  U saha Milik D esa dan  

a ta u  b ad an  lain  yang anggarannya  bersum ber dari K euangan 

Negara, yang d ibuk tikan  dengan s u ra t  p en g u n d u ran  diri yang tidak  

d ap a t d itarik  Kembali.

(6) M engundurkan  diri sebagai Tenaga K ontrak d a n /a ta u  seb u tan  

lainnya yang anggaran  insentifnya bersum ber dari K euangan 

Negara, d inya takan  dengan  su ra t  p en g u n d u ran  diri yang  tidak  

d a p a t d itarik  kem bali.

Pasal II

P e ra tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pad a  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  orang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  

P e ra tu ran  B upati ini dengan penem patannya  dalam  B erita D aerah 

K abupaten  Pohuw ato.

D itetapkan  di M arisa
pad a  tanggal 24 Maret 2022

BUPATI POHUWATO, 

gAIPUL A. MBUINGA ^

D iundangkan  di M arisa
pada  tanggal 24 M aret 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR ..10

(4) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon 

Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), juga harus menyampaikan surat 

pernyataan mengudurkan diri dari keanggotaaan BPD yang tidak 

dapat ditarik kembali pada saat ditetapkan sebagai calon Kepala 

Desa. 

(5) Mengundurkan diri sebagai sebagai direksi, komisaris, dewan 

pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau 

Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa dan 

atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan 

Negara, yang dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang tidak 

dapat ditarik Kembali. 

(6) Mengundurkan diri sebagai Tenaga Kontrak dan/atau sebutan 

lannya yang anggaran insentifnya bersumber dari Keuangan 

Negara, dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak 

dapat ditarik kembali. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pohuwato. 

Ditetapkan di Marisa 

pada tanggal 24 Maret 2022 

BUPATI POHUWATO, 

Al NA 

Diundangkan di Marisa 

pada tanggal 2l! Maret 2022 

SEKRETARIS DAERA BUPATEN POHUWATO,     
BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR .10 
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